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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima,
1
 dan zakat 

mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap 

sesama. Perintah zakat mengajarkan kepada manusia agar tidak menjadi 

seseorang yang hanya khusyu’ dalam hal peribadatan habluminallah 

(hubungan manusia dengan Allah), sementara di sisi yang lain yaitu 

habluminannas (hubungan manusia dengan manusia) tidak diperdulikannya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) 

tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang 

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 2

  

Sementara itu, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
3
 

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat 

                                                           
1
 Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, (Jakarta :Gema Insani Press, 

1996), h. 21 
2
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2). 

3
 Ibid, Pasal 1 Ayat (1).  



dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh 

LAZ (Lembaga Amil Zakat).
 4

 

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit 

kepada BAZNAS secara berkala. 
5
 

Dalam hal pendistribusian zakat, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib 

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan selanjutnya 

dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan 

skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan 

kewilayahan. 
6
 

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan 

bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam 

ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah 

terpenuhi.
 7

 

Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di 

Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan 

                                                           
4
 Ibid, Pasal 7.  

5
 Ibid, Pasal 19.   

6
 Ibid, Pasal 25 dan 26.  

7
 Ibid, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).  



memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliyun per tahun, belum lagi jika 

ditambah dengan infaq, shadaqah, wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini 

baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun. Itu artinya hanya 

2,3%.
8
 

Potensi  yang  besar  tersebut,  tentu  saja tidak mudah untuk digali. 

Sebab, dalam rangka menumbuhkan kesadaran  berzakat  bagi  warga  muslim  

Indonesia  khususnya, masih  dalam  rangkaian  proses.   

Praktek selama ini di Indonesia, penggalian potensi zakat dan 

pengelolaan  zakat dilakukan secara personality. Keterlibatan  lembaga,  baik  

pemerintah  maupun  swasta  masih jarang terlihat. Namun, hadirnya undang-

undang  zakat tersebut, membawa   angin   segar   bagi   lembaga   pengelola   

zakat   baik pemerintah   maupun   swasta   untuk   ikut   serta   dalam   proses 

gerakan  sadar  zakat.  Harapannya  agar  kasus-kasus  kematian, berdesakan 

atau berjatuhan korban saat pembagian harta zakat tidak terjadi lagi.
9
 

Ada banyak hal yang mempengaruhi pengumpulan dan pengelolaan 

dana zakat di Indonesia, diantaranya adalah tingkat kepercayaan muzakki  

terhadap  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ),  pilihan muzakki untuk 

menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq secara individu, kurangnya  

pengetahuan  muzakki  akan  mekanisme  zakat,  dan  kurangnya  pengetahuan 

muzakki akan keberadaan Organisasi  Pengelola  Zakat. 

                                                           
8
 Agung Parmono, “Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat”, dalam Al-

Iqtishadi, (Jember: IAIN Jember), Vol 1, No 1 2014, h. 2. 
9
 Nikmatul Masruroh, “Zakat Di Perbankan Syariah”, dalam Al-Mashraf,   Vol. 2 , No. 1, 

Jember: IAIN Jember, 2015, h. 34.  



Selain  itu,  beban  ganda  umat  muslim  Indonesia  yang harus 

membayar pajak juga zakat harus mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah. Umat muslim merasa berat membayar zakat karena ia merasa 

terbebani dengan beban pajak yang ada, mulai dari tanah, rumah, dan 

sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah  membuat  kebijakan  ”Zakat  sebagai  

Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak”  yang  dituangkan  dalam  Undang-

undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan 

Zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa: ”Zakat  yang  telah  

dibayarkan  kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil zakat dikurangkan 

dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
10

 

Menurut Uzaifah, untuk menangani masalah pengelolaan zakat, secara 

khusus pemerintah membentuk  Organisasi  Pengelola  Zakat    yang  diberi  

nama  Badan  Amil  Zakat  (BAZ). Semua  hal  terkait  pengelolaan  zakat  

juga  di  bawah  intervensi  pemerintah  termasuk standar  manajemen  zakat  

yang  digunakan  guna  memberikan  standar  pola  manajemen zakat pada tiap 

Organisasi  Pengelola  Zakat  di Indonesia. Standar manajemen zakat ini 

disusun oleh pemerintah  yaitu  oleh  Departemen  Agama  Republik  

Indonesia  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat 

Pemberdayaan Zakat pada tahun 2007. Manajemen  zakat  mempunyai  

peranan  besar  dalam  pengelolaan  zakat  karena  akan menentukan  langkah  

Organisasi  Pengelola  Zakat  dalam  optimalisasi  pengumpulan  dan  
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 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat 

Pasal 14 Ayat (3). 



penyaluran  zakat sehingga beban ganda yang ada di Indonesia tidak 

berdampak negatif pada pengumpulan dana zakat.
 11

 

Sampai saat ini, regulasi tentang zakat di Indonesia sudah pernah 

dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, baik dalam bentuk Undang-undang 

atau yang tingkatanya lebih rendah. Akan tetapi, masih belum dianggap 

maksimal dalam implementasinya.
12

  

Munculnya Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun  2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah 

stau bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah 

kuat.  Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat 

sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum.  

Penghimpunan zakat yang terjadi Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi dua, yakni 

penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, muzakki akan 

mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq. 

Sementara itu, untuk zakat maal, masyarakat cenderung memberikannya 

langsung kepada mustahiq, meskipun ada juga yang memberikannya kepada 

amil.
13

  

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial 

                                                           
11

 Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang  Zakat sebagai 

Pengirang Penghasilan Kena Pajak”, dalam La_Riba; (Lembaga Keuangan Publik Islam), Vol 4, 

No 1 (2010), h. 48-50  
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 Muhammad Aziz dan Sholikah, “Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju 

Pengelolaan Zakat Yang Profesional,” dalam Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman,  

(Jombang: Institute Bani  Fatah),  Vol 3, No 1 (2015), h. 38.  
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 Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat, Pada Tanggal 11 Desember 2016 



keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam 

praktek yang terjadi di Desa Astomulyo  Kecamatan  Punggur, amil tidak 

membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain. 

Berdasarkan hasil waancara dengan Bapak Ali, keseluruhan dana yang 

diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan 

lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah.
14

 Padahal, seharusnya 

pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa 

jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya.  

Selain itu, permasalahan yang terjadi di Desa Astomulyo  Kecamatan  

Punggur adalah pendistribusian zakat oleh amil zakat yang membagikan zakat 

secara tidak merata dan bersifat subyektif. Berdasarkan survey dengan bapak 

Ali, salah satu amil zakat, pembagian zakat pada dasarnya telah dilakukan 

secara maksimal. Amil beurpaya membagikan zakat secara merata kepada 

yang membutuhkan.
15

 

 Meskipun demikian, berdasarkan survey peneliti dengan salah satu 

penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

hanya diberikan kepada orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana 

amil tersebut juga shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang 

yang tidak shalat di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat.
16

 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi, salah 

satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan 
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 Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 

2016. 
15

 Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 

2016.  
16

 Survey Pada Tanggal 10 Desember 2016.  



Punggur  masih bersifat subyektif. Terkadang ada masyarakat miskin yang 

tidak mendapatkan zakat. 
17

  

Padahal, amil zakat harus mendistribusikan zakat ke masyarakat 

sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Amil 

adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam al-Quran (QS al-Taubah [9]: 

60), yang memiliki peran penting dalam melakukan peran‛intermediari‛ 

antara pihak yang memiliki surplus harta (Muzakki) dengan pihak yang 

mengalami defisit harta/mustadh’afin (fakir, miskin, riqab, sabilillah, gharim, 

ibn sabil, dan muallaf).
18

 Amil zakat harus mengumpulkan zakat dari pihak-

pihak yang surplus harta dan mendistribusikan  zakat secara adil kepada 

pihak-pihak yang defisit harta.  

Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat wajib 

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, 

dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
19

 

Berdasarkan hal tersebut, maka amil wajib membagikan / 

mendistribusikan  zakat kepada mustahik yang membutuhkan dengan adil dan 

bijak. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: 
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 Wawancara dengan Bapak Yudi, Mustahik Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 2016. 
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 Muhammad Aziz, “Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat 

Yang Profesional,” dalam  Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, (Tuban: STAI Al-Hikmah Tuban), 

Vol 4, No 1 (2014), h. 34.  
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 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26. 



“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan 

pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”  

 

Berdasarkan sanksi tersebut, jelas sekali bahwa amil harus mengelola 

zakat dengan sebaik mungkin, karena saksi yang dikenakan sangat tegas 

apabila amil tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan zakat menurut hukum 

positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimana pengelolaan zakat 

menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah?. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang 

hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa 

Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



a) Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan dan 

menambah ilmu pengetahuan mengenai zakat khususnya 

mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa 

Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

b) Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai  bahan 

masukan bagi peneliti, mahasiswa dan pembaca serta bagi 

organisasi dan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat 

menurut hukum positif. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika  penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur 

yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan dan penelitian relevan. 

Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang menghantarkan 

pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa 

mengapa penelitian itu dilakukan. Adanya ketidaksesuaian pengelolaan zakat 

menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab kedua berisikan tentang pengertian zakat dan regulasi serta zakat 

dalam hukum positif untuk mengetahui masalah yang mendasar dan 

merupakan landasan teori dari konsep lembaga pengelolaan zakat. 



BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang 

teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang digunakan enggunakan sumber data primer yang diperoleh 

dengan wawancara dengan Amil zakat dan sumber data sekunder yang 

diperoleh melalui buku-buku terkait. Analisis data yang digunakan adalah 

dengan metode berfikir deduktif.   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat merupakan penjelasan tentang pelaksanaan pendistribusian 

zakat di  Desa Astomulyo Kecamatan Punggur menurut hukum positif. Bab ini 

memuat uraian tentang temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode 

yang diuraikan dalam pengumpulan data. Uraian ini terdiri atas paparan 

mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.  

BAB V PENUTUP 

Bab kelima  merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diajukan untuk pengelolaan 

zakat. 

 

E. Penelitian Relevan  

Peneliti mengemukakan bahwa masalah yang akan dibahas oleh 

peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu 



dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana letak perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah  

lalu, yaitu penelitian yang berjudul Distribusi Zakat dan Pemberdayaan 

Ekonomi Umat yang ditulis oleh Mubasirun (STAIN Salatiga). Tulisan ini 

dimuat dalam INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 

2, Desember 2013. Permasalahan dalam tulisan ini adalah terkait mampu atau 

tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Mampu atau 

tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung 

pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat 

dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara 

konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk 

dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara 

produktif berarti mustahiq tidak menerima harta zakat yang langsung 

dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik 

oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah 

hasil dari usaha tersebut. 
20

 

Meskipun sama-sama membahas mengenai zakat, namun penelitian 

yang peneliti teliti memiliki perbedaan, yakni pada pembahasan dan obyek 

kajiannya. Obyek kajian yang peneliti teliti lebih luas, yakni mengenai 
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 Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” dalam 

INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Salatiga:  STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, 

Desember 2013, h. 183. Diakses Melalui Laman: 
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pengelolaan zakat. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Mubasirun, lebih 

spesifik dalam hal distribusi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.  

Tulisan lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat adalah 

tulisan berjudul Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada 

Baitul Mal Aceh Besar yang ditulis oleh Jasafat. Dalam tulisan ini dijelaskan 

bahwa  pasca tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh Mengalami 

Transisi Hukum,  dimana Undang-undang No 18/2001 dicabut dan diganti 

dengan Undang-undang No 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam 

Undang-undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan 

zakat oleh lembaga baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang 

tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul 

Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal 

Gampong/desa. Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar terbentuk berdasarkan 

Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 166 Tahun 2005, pada tanggal 08 

Oktober 2005.
21

 

Meskipun telah menggambar model pengelolaan manajemen zakat di 

Aceh Besar, namun tulisan ini belum menggambarkan perbedaan model 

pengelolaan zakat yang ada di Aceh Besar dengan di daerah lain serta alasan 

penggunaan model pegelolaan zakat. Secara umum, tulisan ini telah 

memaparkan pengelolaan zakat di Aceh Besar dengan penggunaaan model 

Revolving  Fund dengan jelas. Meskipun sama-sama membahas pengelolaan 

                                                           
21

 Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh 

Besar,” dalam Al-Ijtimaiyah, (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh), Vol. 1 No. 1 2015, h. 83 diakses 

Melalui Laman: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250  
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zakat, penelitian yang peneliti teliti lebih menekankan pengelolaan zakat 

menurut hukum positif.  

Tulisan terakhir yang berkaitan dengan pendistribusian zakat adalah 

tulisan Yosi Dian Endah Wati yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, 

Infaq Dan Shadaqah (ZIS). Tulisan ini memaparkan dalam pengelolaan zakat 

modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-

program atau  produk  yang  berdayaguna  bagi mustahiq (orang yang berhak 

menerima zakat). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi 

mustahiq, tetapi juga bermanfaat bagi muzakki, karena selain dapat 

menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, muzakki  juga akan  dapat  

mengikuti  pembinaan  agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik 

melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun 

melalui media  majalah  yang  diberikan  untuk donatur. Muzakki  (orang atau 

badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat) 

juga dapat melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.
22

 

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh  Yosi 

Dian Endah Wati yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan 

Shadaqah (ZIS). Penelitian Yosi Dian Endah Wati terfokus  pada akuntabilitas 

pengelolaan zakatnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada 

pengelolaan zakat menurut hukum positif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar 

(masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.23 

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat secara bahasa adalah 

menumbuhkan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri 

yang didapatkan setelah pembayaran zakat.”24 Sedangkan menurut Abdul 

Mannan kata “zakat” berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. 

Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia 

pada sumber daya telah disediakan sebagai sumber kehidupan.25 

Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti 

mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan 

kepada kelompok tertentu (mustahiq), dengan persyaratan tertentu.26 

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” 

disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”27 
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Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu 

rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari 

akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, 

bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara’) zakat 

diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu 

menurut syarat-syarat yang ditentukan.”28 

Secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut 

Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat bahwa: 

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 

yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya.29 

Zakat merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak hanya 

sebagai ibadah mahdhah pertanda hubungan harmonis secara vertikal 

dengan Allah Swt, tetapi juga sebagai  kewajiban yang bersifat horizontal 

sesama muslim dan sesama manusia. Artinya, zakat juga merupakan 

salah satu bentuk filantropi dalam Islam.30 
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2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat 

muslim karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat 

dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Alquran, sunnah, ijma’ 

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.  

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya 

diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. 

D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam 

Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya 

sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar 

zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan 

lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh 

masyarakat.31 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau 

tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada 

umat Islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat. 

Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lairnya Undang-Undang 
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tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) 

dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.32 

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan 

LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang 

profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas 

dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya 

maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. 

 

3. Macam-Macam Zakat 

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Zakat Nafs (jiwa) 

Zakat nafs (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah 

dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini 

diwajibkan kepada setiap umat muslim,baik laki-laki, perempuan, 

anak kecil  dan hamba sahaya. 

Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah 

ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari 

kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang 

miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya 

menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. 
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b. Zakat Mal 

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta 

yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapapai nisab dan 

genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi:  

1) Zakat emas dan perak 

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang 

kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut 

sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. 

Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan 

zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang 

dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.33 

Dalam Pasal 677 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

dijelaskan bahwa zakat wajib pada emas dan perak apabila: 

a) Telah melampaui satu haul. 

b) Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan 

nishab perak adalah 595 gram. 

c) Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %. 

d) Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu 

harus dicetak atau dibentuk.34 

2) Zakat uang yang senilai dengannya 

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan 

seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-
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harta yang dapat disimpan dengan ketentuan: a). harta-harta 

tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. 

b). Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. c). 

Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.35 

Dalam Pasal 678 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

dijelaskan: 

(1) Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, 

saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga 

yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan 

dengan ketentuan: 

(2) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan 

melampaui satu haul. 

(3) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. 

(4) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.36 

3) Zakat perdagangan 

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat 

tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang 

yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk 

dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang 

diperdagangkan.37 
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Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang 

dan/atau jasa.38 Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha 

industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, 

real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket. 39  

4) Zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang 

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 

kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarya zakat yang 

harus dikeluarkan sebanyak 5 %.40 

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari 

binatang seperti susu, telur,  sarang burung, sarang ulat sutera, 

dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang 

bernilai ekonomis.41  

Pasal 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dijelaskan 

Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, 

baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi 

tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang 

peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-

syarat: 

(1) mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat 

diperdagangkan;  

(2) besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah 

senilai dengan 85 gram emas; 
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(3) zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan 

(4) waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan 

setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak 

bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu 

kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat 

memanennya. 42 

Dalam Pasal 680 disebutkan bahwa zakat diwajibkan 

terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi 

syarat. 43 

Selanjutnya dalam Pasal 681 disebutkan bahwa zakat 

dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari’ah, baik 

bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesaikan menurut 

akad masing-masing produk. 44 

5) Zakat profesi 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha 

yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif 

banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian 

tertentu ataupun tidak.45 

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat 

dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat 

emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka 

zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653 
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kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat 

menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas 

dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi 

adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, 

atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.46 

Sedangkan Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap 

profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. 

Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam 

mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang 

mendapatkan rizki secara gampang misalnya : dokter, komisaris 

perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, 

eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua 

ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara 

yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.47 

6) Zakat pertanian 

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang 

dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.48 Zakat hasil 

bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus 

dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali 

setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi 
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setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka 

wajib untuk dikeluarkan zakatnya. 

Dalam Pasal 682 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,  

dijelaskan: 

(1) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-

buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen. 

(2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, 

demikian juga wajib terhadap penyewa tanah. 

(3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika 

pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika 

pengairan tanah itu diusahakan sendiri.49 

7) Zakat barang temuan dan barang tambang 

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang 

ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah 

dan sebagainya.50 Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah 

harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah 

dan tidak ada yang memilikinya.51  

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang 

temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah 

maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah 

dikurangi biaya penelitian dan produksi.52 

8) Zakat pendapatan 
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Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan 

darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab 

zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. 

Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.53 

Zakat pendapatan diatur dalam Pasal 683 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah yakni: 

(1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan 

darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. 

(2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 

gram 

(3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.54 

 

 

B. Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 

serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). Sedangkan 

pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang 

wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki 

oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada 

yang berhak menerimanya.55  

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara 

pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat 
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ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi 

dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat 

yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT. Apabila tidak 

mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam 

memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat.  

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan 

ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta 

kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat 

shadaqah dan infaq.56  

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa 

pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan  bagi  

masyarakat  dalam  menunaikan  zakat  sesuai dengan  tuntunan agama, 

meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna 

dan daya guna zakat 

1. Perencanaan 

Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan 

sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, 

dan bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang 

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh 

badan/lembaga amil zakat. Dengan kata lain, perencanaan menyangkut 

pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara 
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melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara 

terorganisir. 

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan 

dengan proses sebagai berikut: 

a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan 

dengan orang yang berkewajiban zakat (muzzaki) dan orang yang 

berhak mendapatkan zakat (mustahik). Sedangkan tujuannya adalah 

menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya 

atau meringankan beban mereka. 

b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai 

dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan 

zakat. 

c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. 

Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban 

zakat (muzaki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat 

(mustahik). Setelah diidentifikasikan kemudian orang-orang tersebut 

dikompilasikan dengan data khusus, sehingga teridentifikasi secara 

tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam 

pengelolaan zakat. 

d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk 

mendistribusikan zakat dengan skala prioritas. 



e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menetukan orang 

yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan 

profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. 

f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik 

mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, 

pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.57  

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja yang 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah 

ditetapkan. Tugas utama dalam merancang kegiatan zakat harus 

disesuaikan dengan lingkungan kerjanya agar dapat membantu 

menciptakan efisiensi, efektivitas dan dilakukan secara rasional. 

2. Pengorganisasian Zakat 

Pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, diatur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 

D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat 

bertujuan: 
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a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 

sesuai dengan tuntutan agama. 

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.58 

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan 

bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil 

Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).59 Selanjutnya pada bab 

tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat 

yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar 

tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-

undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga 

bulan dan/atau dikenaan denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 

(tiga puluh juta rupiah).60 Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan 

LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, 

dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara 

sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola 

zakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, 

dikemukakan bahwa lembaga-lembaga zakat harus memiliki persyaratan 

teknis, antara lain adalah: 
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a. Berbadan hukum. 

b. Memiliki data muzakki dan mustahik. 

c. Memiliki program kerja yang jelas. 

d. Memiliki pembukuan yang baik. 

e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.61 

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan 

transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Undang-Undang RI 

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pada 6 dan pasal 

7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua 

macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil 

Zakat didirikan oaleh masyarakat. 

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat dikeluarkan oleh 

Institut Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga 

pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut: 

a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat 

1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi 

Pengawas dan Badan Pelaksana. 

2) Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. 
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4) Badan Pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian 

keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan 

pendayagunaan 

5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat 

dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, 

kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga 

pendidikan yang terkait. 

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 

1) Dewan Pertimbangan 

Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi 

kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan 

Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. 

Tugas Pokok 

a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat 

b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi 

Pengawas 

c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait 

dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil 

Zakat 

d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan 

Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak 

e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan 

Pelaksana dan Komisi Pengawas 



f) Menunjuk Akuntan Publik 

2) Komisi Pengawas 

Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang 

dilaksanakan Badan Pelaksana. 

Tugas Pokok: 

a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan 

b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan 

Dewan Pertimbangan 

c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, 

yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah 

3) Badan Pelaksana 

Fungsi; sebagai pelaksana pengelolaan zakat 

Tugas pokok 

a) Membuat rencana kerja 

b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang 

telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

c) Menyusun laporan tahunan 

d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah 

e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil 

Zakat kedalam maupun keluar 

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa 

keuntungan antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin 



pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri 

para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat 

dari para muzakki. Ketiga , untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta 

sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala proritas 

yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam 

dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Kelima, 

untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan 

mustahiq. Keenam, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggung 

jawaban ke publik. Ketujuh, agar pengelolaaannya dapat dikelola secara 

professional (pen). Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung 

dari muzakki kemustahik, meskipun secara hukum syar’i adalah sah, akan 

tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah 

dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan 

kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.62 

3. Pelaksanaan Kegiatan Zakat 

Pelaksanaan zakat dalam peraturan perundang-undangan 

didasarkan pada firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 103 lebih 

lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga 

pengelolaan zakat : 
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Artinya:  “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui”. 

 

Yusuf Qardawi (1991:596) menyatakan bahwa seseorang yang 

ditunjuk sebagai amil zakat atau pelaksana/pengelola zakat, harus 

memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum 

muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun islam ketiga), 

karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin 

diurtus oleh sesama muslim 

b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang 

siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat. 

c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini penting untuk 

menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan 

rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, 

jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. 

Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi 

(keterbukaan) dalam menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan 

penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam 

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang 

menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu 

yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat 



e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan 

tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam 

melaksanakan tugas 

f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil 

zakat yang baik adalah amil zakat yang fuul time dalam 

melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula 

sambilan.63 

Dalam menggali sumber zakat ada tiga strategi dalam pengumpulan 

zakat, yaitu: 

a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau para wajib 

zakat (muzakki) maupun kemudahan para muzakki untuk membayar 

zakatnya. 

b. Pembukaan konter penerimaan zakat untuk memudahkan pelayanan 

dalam mengumpulkan zakat 

c. Pembukaan rekening bank untuk memudahkan para muzakki dalam 

pengiriman zakatnya.64 

Zakat yang telah dikumpulkan oleh badan/lembaga amil zakat 

kemudian segera didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak 

menerima zakat (mustahik) sesuai dengan data yang telah disiapkan. 
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4. Pengawasan Zakat 

Pola pengawasan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh 

badan/lembaga amil zakat 

b. Mengukur kinerja atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang 

telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan 

c. Memperbaiki penyimpangan terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi 

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk 

badan/lembaga amil zakat sebagai berikut: 

a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam angka untuk periode 

tertentu di masa depan badan atau lembaga 

b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka 

dan memerinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan 

struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan 

perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan/wewenang 

tanpa hilangnya pengawasan 

c. Jenis anggaran meliputi, (1) anggaran pendapatan (berkaitan dengan 

zakat) dan pengeluaran (berkaitan dengan distribusi zakat), (2) 

anggaran waktu, ruang, dan bahan baku, dan produksi layanan terhadap 

wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat, (3) anggaran 



pengeluaran modal kerja sama badan/lembaga dengan pihak lain, (4) 

anggaran kas, dan (5) anggaran neraca badan/lembaga amil zakat 

d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana yaitu: (1) 

data statistik atau akuntansi, (2) grafik pulang pokon (break-even), (3) 

audit operasional, (4) observasi pribadi.65  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut 

Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di 

lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.66 

Penelitian lapangan akan dilakukan di Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar 

deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung 

pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu.67 Sedangkan menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau 

lisan dari orang atau prilaku yang dapat diamati.68 
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Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam 

penulisan proposal skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya 

dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai pengelolaan zakat 

menurut hukum positif pada amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh.69 Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan skripsi ini penulis kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh 

langsung dari lapangan70. Sumber data primer dalam penelitian ini tediri 

dari mutahik, muzzaki dan amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang 

berkaitan dapat berupa buku-buku tentang Subject Matter yang ditulis 

orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil 

laporan.71 

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam 

mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber 
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data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder yang peneliti 

gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya 

sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang 

membahas tentang zakat dan  Monografi Desa Astomulyo Punggur. 

Buku-buku yang membahas tentang zakat diantaranya buku Fiqh Islam 

dan fiqh zakat karangan Yusuf Qardawi, buku Abdul Aziz Muhammad 

Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas berjudul Fiqh Ibadah, buku 

Mardani berjudul Fiqh Ekonomi Syariah, dan buku-buku lainnya.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif. Teknik 

pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi 

pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar 

penanya dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakana interview guide (panduan wawancara).72  

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal 

lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. 

Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang 
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lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan 

ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-

hal yang tidak diketahui.73   

 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi 

terstruktur, yakni metode interview yang dilakukan dengan membuat 

panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakannya 

secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut74 Dalam hal 

ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mustahik dan 

amil zakat di Desa Atomulyo Punggur.  

2. Dokumentasi  

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu75. Cara  yang  dilakukan  penulis  

adalah  dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data 

secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang 

diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan.76 Maka yang dimaksud dengan analisa 
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data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan dipahami.  

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara 

berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan 

dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang 

diobservasikan dari manusia.77 

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta 

atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi 

yang mempunyai sifat umum.78 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari 

informasi tentang pengelolaan zakat menurut hukum positif pada amil zakat 

Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah 

1. Sejarah Singkat  

Desa Astomulyo dibuka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1954, 

pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan 

saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi 

tersebut, maka terjadilah saling bahu-membahu, bantu-membantu dan 

kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses 

pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba.
79

  

Selajutnya oleh pihak Jawatan Transmigrasi dibentuklah 6 (enam) 

kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut. Masing-maisng 

kelompok dibawah pimpinan Ketua kelompok. Keenam kelompok tersebut 

ditempatkan di bedeng delapan di wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah.
80

  

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 300 KK 

(Kepala Keluarga) yang pada umumnya bersala dari Propinsi Jawa Timur, 

antara lain terdiri dari  Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, 

Nganjuk, Kediri dan sebagian berasal dari propinsi Jawa Tengah seperti 
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Solo dan sekitarnya. Tujuan transmigrasi ini untuk mendapatkan lahan 

pertanian yang lebih layak.
81

 

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan 

musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan 

Desa/kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk 

nama Desa/Kampung dengan nama Astomulyo, yang berasal dari kata 

Asto yang berarti tangan dan Mulyo yang berarti mulia. Jadi Astomulyo 

diartikan sebagai tangan mulia. Dari keadaan pra-desa akhirnya pada 

tanggal 15 November 1994 disahkan menjadi Desa Astomulyo, yang 

dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu satu orang carik dan enam 

orang Kebayan, Kamitua, Jogoboyo serta beberapa RT dan perangkat desa 

lainnya.
 82

 

Sejak terbentuknya Desa Astomulyo, terdapat 11 pergantian kepala 

desa, yakni: 

No Nama Kepala Desa  Masa Jabatan 

1 Marsup 1954-1962 

2 Marzuki 1962-1965 

3 Karjono 1965-1966 

4 Atmosumarjono 1966-1975 

5 M. Dani Hs 1975-1985 

6 A. Zainuddin 1985-1987 
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7 Legimin 1987-1988 

8 M. Dani  Hs 1988-1989 

9 Sriwidayat 1999-2007 

10 Mustofa, S.Pd.I 2007-2012 

11 Sriwidayat 2012-Sekarang 

 

2. Keadaan Umum 

Dengan terbentuknya Desa Astomulyo Punggur dengan luas wilayah 1995 

ha
 
dengan batas-batas wilayah: 

- sebelah Utara : dengan Desa Buyut Ilit 

- sebelah Timur : dengan Desa Tanjung Kemala / Tanjung Rejo 

- sebelah Selatan : dengan Desa Ngesti Rahayu 

- sebelah Barat : dengan Desa Payung Makmur 

Jumlah penduduk Desa Astomulyo Punggur yakni sejumlah 4438 orang, 

dengan penduduk Dusun 1 sebanyak 892 orang, Dusun II 852 orang, Dusun 

III989 orang, Dusun IV 721 orang, dan Dusun V 984 orang. Sementara itu 

berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk pra sekolah di Desa Astomulyo 

Punggur adalah 597 orang, SD 1022 orang,SLTP 1690 orang, SLTA 1072 

orang dan Sarjana 57 orang.
83

  

Masyarakat Desa Astomulyo Punggur ditandai dengan struktur dan 

komposisi yang beragam. Bila dilihat berdasarkan mata pencaharian mayoritas 
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penduduk di kampung ini adalah Petani yakni sejumlah 1152 orang, pedagang 

95 orang, PNS 15 orang dan buruh 23 Orang.
84

  

 

3. Struktur Aparat Pemerintahan 

 

B. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif di Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS 

kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada 

instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

perusahan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat 

membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan 

tempat lainya.  
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Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan 

BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dalam pengumpulan dana ZIS dari 

para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah 

mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah tersebut.  

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk 

badan amil zakat di tingakat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk 

mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan.
85

 

Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas 

untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/shadaqah di tingkat kecamatan 

dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS 

Kabupaten/Kota setempat.
86

  

Dari data yang peneliti dapatkan Pengumpulan Zakat di Lampung 

Tengah pada  tingkat Desa tidak berdiri dibawah naungan BAZNAS 

melainkan amil zakat masjid/mushalla yang berdiri sendiri, yakni di Desa 

Astomulyo Kecamatan Punggur. Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh amil 

mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat. 
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Pengurus masjid atau mushala di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

membentuk amil zakat masing-masing dengan meminta SK (Surat Keputusan) 

dari kepala desa. Hal ini bertujuan agar amil memiliki status dan kedudukan 

serta posisi yang jelas dalam mengelola zakat.
87

 

 Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  tidak 

menjelaskan mengenai pembentukan amil zakat ditingkat desa, namun adanya 

pembentukan amil zakat di tingkat desa ini setidaknya di satu sisi mampu 

memberdayakan perekonomian umat di tingkat desa melalui pengelolaan dan 

pendistribusian zakat. Adanya SK yang diberikan setidaknya telah 

memberikan status dan kedudukan yang jelas bagi amil zakat untuk mengelola 

dan mendistribusikan zakat.  

Desa Astomulyo Punggur memiliki 21 amil zakat masjid/mushalla, 

yang terdiri dari 9 masjid dan 11 mushalla. Untuk memudahkan penelitian, 

peneliti mengambil 3 sample masjid/mushala untuk diwawancarai yakni 

Masjid Baitul Ridwan, Masjid Jami’ dan Mushalla Miftahul Huda. 

Pengambilan 3 masjid/mushalla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa 

ketiga  masjid/mushalla tersebut adalah yang paling lama berdiri dan paling 

banyak jamaahnya di Desa Astomulyo Punggur.  

1. Pengumpulan Zakat dan Strateginya  

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam 

pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka 

pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Pengumpulan 
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zakat adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengumpulan zakat yang terdiri atas zakat mal dan 

infak.  

Dalam strategi perencanaan zakat, setiap masjid/mushalla memiliki 

cara berbeda-beda. Namun, diperlukan ada strategi perencanaan yang baik 

sehingga nantinya pengumpulan dapat berjalan optimal. Sebenarnya tidak 

ada peraturan tentang konsep strategi yang baku yang menjadi acuan 

secara nasional baik digunakan oleh amil zakat untuk strategi 

pengumpulan zakat.  

a. Pengumpulan Zakat Masjid Baitul Ridwan 

Pengumpulan zakat di Masjid Baitul Ridwan dilakukan dengan 

upaya amil zakat atau pengelola masjid dengan meningkatkan 

kepercayaan kepada amil zakat. Pengelolaan dilakukan dengan 

transparan. Ketika amil menerima zakat, amil akan memberikan slip 

tanda terima dan mencatatnya di buku zakat. Begitu juga ketika akan 

memberikan zakat.
88

  

Penghimpunan zakat yang terjadi Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi dua, yakni 

penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, 

muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian 

dibagikan kepada mustahiq. Sementara itu, untuk zakat maal, 
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masyarakat cenderung memberikannya langsung kepada mustahiq, 

meskipun ada juga yang memberikannya kepada amil.
89

  

b. Pengumpulan Zakat Masjid Jami’ 

Masjid Jami’ berupaya mengumpulkan  kesadaran masyarakat 

untuk membayar zakar dengan menggunakan media ceramah dan 

pengajian. Hingga saat ini masyarakat yang tidak membayar zakat 

adalah masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban zakat atas apa 

yang dimilikinya. Untuk itu, upaya yang dilakukan Masjid Jami’ 

adalah dengan mensosialisasikan zakat khususnya zakat mal kepada 

masyarakat. 
90

 

Berdasarkan upaya yang dilakukan, terlihat bahwa ada beberapa 

angggota masyarakat yang kemudian berupaya membayar zakat ketika 

telah mencapai nishab atau haul zakat. 
91

 

c. Pengumpulan Zakat Mushalla Miftahul Huda 

Sementara itu, Mushalla Miftahul Huda berupaya mengumpulkan 

zakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

zakat melalui pemanfaatan media sebagai sosialisasi dan informasi. 

Hal ini dikarenakan masyoritas jamaah Mushala Miftahul Huda adalah 

pekerja kantoran. Sehingga ketika setelah selesai melaksanakan shalat 

langsung pulang ke rumah masing-masing dan jarang terlibat aktivitas 

keagaamaan seperti ceramah dan pengajian. Metode ini sangat efektif 
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namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada 

muzakki membayar zakat dengan menyurati muzakki berupa ajakan 

kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur. Meskipun 

demikian. Metode ini juga dilakukan dengan pendekatan personal.
 92

 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh  bahwa strategi 

perencanaan penghimpunan zakat, infak/shadaqah yang telah dilakukan 

amil zakat di Desa Astomulyo Punggur selama ini adalah dengan muzakki 

mengantarkan sendiri zakatnya ke amil zakat. 
93

 

Dalam hal penyerahan dana zakat, muzakki berhak untuk 

mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh 

amil.
94

 Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi amil 

dalam hal pencatatan yang profesional. 

Selain perencanaan, dalam pengelolaan zakat perlu juga dilakukan 

pengorganisasian zakat yang baik. Pengorganisasian ini tidak hanya pada 

pengelola (amil) zakat saja, melainkan mencakup seluruh kegiatan 

pengelolaan zakat. Seluruh kegiatan zakat harus terorganisir agar dapat  

berjalan dengan sistematis dan baik.nnApabila pengelolaan zakat 

dilakukan dengan pengorganisasian yang baik, maka target-target yang 

akan dicapai oleh amil dapat terlaksana.  
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Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan dalam mengelola zakat. 

Zakat yang dikelola baik dalam jumlah besar maupun kecil memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian umat.
 
Amil zakat 

dalam hal ini berupaya untuk mencatat dan membukukan segala sasuatu 

yang berkaitan dengan zakat. Mulai dari nama muzzaki dan mustahiq, 

tanggal penyerahan zakat hingga penghitungan zakat.
 95

   

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana 

sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. 

Namun, dalam praktek yang terjadi di Desa Astomulyo  Kecamatan  

Punggur, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana 

sosial keagamaan lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Turhan, keseluruhan 

dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial 

keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah.
96

 

Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar 

terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam 

pendistribusiannya.  

Tidak adanya pemisahan ini dikarenakan minimnya dana zakat yang 

teima oleh amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. Zakat yang diterima oleh amil, baik zakat fitrah 

maupun zakat mal sangat sedikit. Bahkan meskipun zakat tersebut 
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disatukan dengan infaq dan shadaqah, jumlahnya sering tidak cukup jika 

harus memberikan kepada seluruh fakir miskin di Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
97

 

Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya 

dalam mengumpulan zakat. Namun, apabila tidak dapat menghitung 

sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
98

 

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa:  

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan 

penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, 

muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
99

 

 

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang 

diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan 

mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut 

untuk membayarkan zakat melalui lembaga Amil Zakat yang telah 

dibentuk pemerintah. Walapun pengelolaan zakat telah diundang-

undangkan tetapi kenyataanya masyarakat muslim Indonesia masih 

banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk 

pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan 

zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di 

masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim yang 
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berada di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Pendistribusi Zakat dan Strateginya  

Pendistribusian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan. 

Amil zakat dituntut mampu merancang program pemberdayaan 

masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa 

tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infak dan sedekah benar-benar 

berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dhuafa.
100

 

a. Pendistribusian Zakat di Masjid Baitul Ridwan 

Amil zakat Masjid Baitul Ridwan Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan 

pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak 

dan Shadaqah berlandaskan pada pendayagunaan hasil pengumpulan 

zakat untuk mustahiq berdasarkan hasil pendataan dan penelitian 

kebenaran mustahiq dengan mendahulukan Mustahiq dalam 

wilayahnya.  

Pemberian zakat didasarkan juga pada pertimbangan berapa 

jumlah keluarga dalam satu rumah penerima zakat tersebut. Pemberian 

zakat antara satu rumah dengan rumah lain akan berbeda. Tergantung 

dari kebutuhan setiap rumah. Artinya rumah dengan 4 orang penghuni 

akan mendapatkan zakat berbeda dengan yang 7 orang penghuni. 
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Apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata 

masih terdapat kelebihan; maka terdapat pendayagunaan usaha-usaha 

nyata yang berpeluang menguntungkan dan dapat digunakan sebagai 

sarana pengentas kemiskinan umat. 

b. Pendistribusian Zakat di Masjid Jami’ 

Dalam mesndistribusikan zakat kepada mustahiq, Masjid Jami’ 

lebih mengutamakan masyarakat yang fakir, miskin, gharim dan janda. 

Hal ini dikarenakan mayoritas penerima zakat yang ada di lingkungan 

Masjid Jami’ adalah orang-orang tersebut.  

Pemberian zakat antara satu penerima dengan penerima lain pun 

berbeda. Hal ini dikarenakan kebutuhan antara satu penerima dengan 

penerima lain berbeda. Semua itu disesuaikan dengan keadaan 

penerima zakat tersebut dengan jumlah orang yang harus dinafkahinya 

dalam satu rumah. Sebagaimana dengan yang dilakukan oleh Masjid 

Baitul Ridwan, di Masjid Jami’ pun dilakukan demikian. 

Amil zakat berupaya untuk melihat seberapa besar potensi dana 

zakat yang ada, mengelola dan kemudian mendistribusikannya. 

Distribusi yang dilakukan amil zakat kepada mustahik tentunya harus 

bisa meningkatkan taraf hidup mustahik. Oleh sebab itu, amil zakat 

dituntut untuk membuat masyarakat menyadari kewajiban membayar 

zakat dan kemudian mengelola dana tersebut untuk pendistribusian 

zakat yang produktif.
 
 

c. Pendistribusian Zakat di Mushalla Miftahul Huda 



Pendistribusian zakat di Mushalla Miftahul Huda berbeda dengan 

yang dilakukan di Masjid Baitur Ridwan. Hal ini dikarenakan  di 

Mushalla Miftahul Huda amil dan muzzaki zakat lebih banyak namun 

mustahiknya jauh lebih sedikit. Zakat yang diterima adalah zakat yang 

dibagikan sesuai proporsi yang ada secara rata dan dibagikan hanya 

pada orang-orang yang shalat di Mushalla Miftahul Huda.
 101

 

Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib 

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, 

dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
102

 

Dan hasil pengumpulannya dapat didayagunakan untuk usaha 

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 

umat.
103

 Tetapi dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi 

dan masih ada kelebihan dana zakat.
104

  

Menurut salah satu mustahiq, pembagian zakat di Mushala Miftahul 

Huda di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur hanya diberikan kepada 

orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana amil tersebut juga 
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shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang yang tidak shalat 

di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat.
105

 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi, salah 

satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur  masih bersifat subyektif. Terkadang ada masyarakat miskin yang 

tidak mendapatkan zakat. 
106

  

Minimnya jumlah zakat yang diterima amil membuat amil kesulitan 

dalam mendistribusikan zakat. Oleh sebab itu,  amil zakat di Desa 

Astomulyo  Kecamatan  Punggur Kabupaten Lampung Tengah terkesan 

mendistribusian zakat secara tidak merata dan bersifat subyektif. Padahal 

amil telah berupaya mendistribusikan zakat kepada asnaf-asnaf yang ada 

sesuai dana zakat yang ada dalam wilayah amil zakat.   

Menurut  Bapak Turhan, salah satu amil zakat, pembagian zakat 

pada dasarnya telah dilakukan secara maksimal. Amil berupaya 

membagikan zakat secara merata kepada yang membutuhkan. Meskipun 

demikian, pendistribusian zakat memang akan berbeda-beda setiap tahun. 

Amil mendahulukan kaum fakir dan miskin dibandingkan dengan 

golongan asnaf yang lain. 
107

 

Apabila jumlah dana zakat yang ada tidak mencukupi jumlah fakir 

dan miskin yang ada, maka amil akan menjaring kembali mustahiq dengan 

cara melihat seberapa besar kemampuan ekonominya, hutang yang 

dimilikinya dan sering tidaknya mustahiq tersebut beribadah di masjid 
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atau mushalla di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah.  

Tata kelola zakat dalam perspektif hukum positif diatur lebih 

terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat persoalan pendayagunaan zakat diatur 

dalam pasal 16 yang secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq, sesuai 

dengan ketentuan agama (pasal 16) 

b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq 

dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif  (Pasal 16 Ayat 2) 

c. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat 

didayagunakan untuk usaha produktif  (Pasal 17). 

Dalam menjalankan kegiatannya pendistribusikan dana zakat amil 

Desa Astomulyo Kecamatan Punggur sangat memperhatikan dan 

memproritaskan kepada kaum fakir miskin sebagai proritas pertama 

dibandingakan asnaf yang lainnya.  

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus 

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang 

telah disusun dalam rangka program kerja
108

. Strategi yang dilakukan 

Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur dalam mendistribusikan 

zakat dengan dua cara yaitu:  
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 Wawancara dengan Bapak Akhmad Khlolil, Amil Zakat Masjid Baitul Ridwan, Pada 
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a. Pendistribusian yang bersifat konsumtif  

Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang 

sasarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang 

berhak menerima zakat konsumtif adalah mereka yang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu fakir miskin, anak yatim, orang 

jompo.
109

  

Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan 

bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk 

menutupi kebutuhannya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal secara wajar.  Harta zakat hanya diarahkan pada 

pemenuhan kebutuhannya yang menjadi sebab berhaknya seseorang 

menerima zakat, seperti: fakir, miskin, gharim, dan seterusnya.
 110

  

Dalam pendistribusian ini, amil akan mendata mustahiq dan 

melihat jumlah keluarga mustahiq tersebut sehingga antara satu  

mustahiq dengan mustahiq lain berbeda. Hal ini bertujuan agar zakat 

tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata. 
111

 

Meskipun demikian, untuk amil zakat di Mushala Miftahul Huda 

memang seharusnya perlu berkordinasi dengan amil zakat masjid atau 

mushala lain agar zakat yang didistribusikan lebih tetpat sasarannya. 

Bentuk zakat yang didistribusikan berupa uang dengan nominal 

tergantung dari zakat yang ada. Para mustahiq yang terdaftar akan 

bergiliran untuk menerima zakat di setiap pendistribusian zakat. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa mustahiq zakat Amil Zakat Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur tidak ada yang tetap.
112

 

Jika melihat ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat wajib 

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan, dan kewilayahan.
113

 

Jika merujuk ke dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 tersebut, maka 

pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang ada.  

Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik yang 

berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Setiap daerah harus 

mendistribusikan zakat secara adil dan merata di daerah pengumpulan 

zakatnya. 

b. Pendistribusian secara produktif  

Pendistribusian secara produktif yaitu pendistribusian yang 

dilakukan mustahiq berupa penambahan modal usaha, Perlengkapan 

Pendidikan sekolah di Tingkat MIN/SD, MTs/SLTP dan Turhanyah/ 

SMU. Zakat produtif juga diproritaskan kepada mereka yang terbelit 

utang dan mempunyai usaha yang telah berjalan dengan modal usaha 

maksimal Rp.1.500.000.
114
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Pendistribusian zakat secara produktif merupakan upaya yang 

dilakukan sebagai sarana pengentas kemiskinan. Masalah kemiskinan 

merupakan masalah yang harus diperhatikan. Artinya, masalah 

kemiskinan merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya. Oleh 

sebab itu, amil berupaya untuk memberikan zakat secara produktif.
 115

 

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk 

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan 

peningkatan kualitas umat. Namun, pemberian zakat produktif ini 

dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
116

 

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah 

tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 

sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 

telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelolah zakat yang 

sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun 

demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa 

diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut 

terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila 

tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.  

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, 

motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan 

perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa 
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kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap 

kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan 

zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan 

pemerintah.  

Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui adalah 

kegiatan paling urgen dalam sebuah Badan/Lembaga pengelolaan 

zakat, karena tanpa kegiatan tersebut sebuah badan pengelola zakat 

tidak akan berjalan. Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebenarnya 

bukan hanya dana zakat saja, masih ada beberapa dana lain dari 

masyarakat yang juga masuk dalam wewenang Amil Zakat, yaitu 

infaq, sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat.
117

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil zakat, faktor-faktor 

yang ditemui amil zakat dalam pengelolaan zakat di antaranya adalah:  

a. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan.  

Segala bentuk perundang-udangan yang telah di sahkan tidak 

serta merta undang-undang tersebut berjalan dengan sendirinya, 

undang-undang tersebut harus ada peraturan pemerintah sebagai 

pelaksana undang-undang.
118

 Hingga saat ini, peneliti tidak 

menjumpai peraturan pemerintah daerah yang baru sebagai pelaksana 

Undangundang No. 23 Tahun 2011 tersebut.  

b. Kurangnya dana  
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Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang 

berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. 

Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat muzakki menyalurkan 

zakat harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu 

sosialisasi bersifat umum atau pun sosialisasi khusus. Karena tujuan 

sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi 

tentang zakat dan amil zakat kepada masyarakat, setelah informasi itu 

sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya 

masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi 

tersebut.
119

  

c. Kebanyakan masyarakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur belum 

memahami kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapakan zakat 

itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan 

ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke 

masjid.
120

   

Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat sesungguhnya hampir 

tanpa kendala, sebab begitu banyak masyarakat yang mengharapkan dan 

membutuhkan bantuan secara finansial dengan berbagai alasan dan 

persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kendala yang sebenarnya 

adalah lebih banyak orang yang meminta bantuan dana dari pada orang 

kaya yang bersedia memberikan dana.
 121
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Berapapun dana ZIS yang terkumpul akan selalu dapat 

didistribusikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya kondisi 

masyarakat miskin Desa Astomulyo Kecamatan Punggur yang 

membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga 

keberadaan Lembaga/Badan Amil Zakat ini sedikit banyak telah 

dirasakan dapat membantu untuk mengurangi kesulitan mereka. Oleh 

sebab itu, pihak amil juga diharapkan dapat mengelola dan 

mendistribusikan zakat secara adil dan merata.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ada yang telah sesuai dan 

belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap 

pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode 

pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada 

delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing 

dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang 

belum sesuai dnegan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan 

shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan pendistribusian zakat di Mushalla 

Miftahul Huda yang dilakukan dengan memberikan zakat kepada orang yang 

sering melakukan shalat di mushala tersebut. 

 

B. Saran 

1. Kepada para masyarakat muslim Kabupaten Lampung Tengah untuk ikut 

serta mensukseskan zakat. 

2. Kepada Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah untuk melakukan evaluasi zakat, meliputi:  

a. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat. 



b. Berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di 

masa datang demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik dan 

produktif. 

3. Kepada  amil zakat di Mushala Miftahul Huda memang seharusnya perlu 

berkordinasi dengan amil zakat masjid atau mushala lain agar zakat yang 

didistribusikan lebih tepat sasarannya. 
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